KOMIS)

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang

a. bahwa kartu kendali merupakan media

pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat
kepada Komisioner dan media monitoring
pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke
jajaran Sekretariat;

bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja
yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam
penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu
kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu
Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat ...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



Mengingat

=2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 428

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 428

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan
Tata  Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan

Provinsi, dan Sekretariat Komisi  Pemilihan

Umum...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

S

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
443 /KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua Nomor 14/PK.01-BA/5320/2022
tanggal 21 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU
KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA.

Menetapkan  Standar  Operasional Prosedur
Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali
Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sabu Raijua  sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam  Diktum = KESATU sebagai
pedoman dalam penyusunan, pelaporan dan
evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA....

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA ,

ttd.
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYAN

NGA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU
KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 03
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN
DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

2022
SEBA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



Momor SOP IDG
| Tanggal Pengesahan 25 Marel 2022
| Disahkan oleh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RALIUA
, thd.
KOMIS| PEMILIHAN LiMUM ALPIUS P. SABA
KABUPATEN SABLU RALIUA MNama SOP PENETAP, FPERASIOMAL
PROSEDUR PENYUSUNAM, PELAPORAN DAN
EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RAMGHA
PELAKSAMNAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUMGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABLU RALIUA
|DASAR HUKLIM |KUALIFIKAS] PELAKSAMA

Komisi Pemilinan Umum, Sekretaniat Komisi
Pemilinan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ota;
2 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umwm,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Hota (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilinan Umum Normor
21 Tahun 2020 ilentang Perubahan Kedua Atas
|Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umwm,
Komisi Pemilihan Umum Provingi, dan Komisi
Pemilihan Umum KabupatenKola;
3|Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun|
2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kera
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekreteriat Komisi Pemilihan  Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|
Kabupatenota;
4|Keputusan Komisi Pemilhan Umum  Momor
443 KPTSKPUMahun 2014 flentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem
Peamerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 17 Tahun |1, |Memiliki kemampuan dalam membuat rencana kerja dalam rangka

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian b W:Lmaﬂ. pelaporan dan evaluasi kartu kendali.
: .| Memiliki kemampuan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen kartu
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretarial Jenderal kendall dalam I T ;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

2|nota dinas ;
A|form kartu kendali ;
4|ATHK; dan

5| Primber

1]|Dokumen rencana kerja ;

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap dalam bentuk hardcopy
penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak Semua dokumen pendukung penyusunan karu kendali wajib diarsipkan

dan softcopy.

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua
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PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali
dalam rangka pelaksanaan SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya ALPIUS P. SABA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABL RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MNIYA

idih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




